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Kata Pengantar

Birokrasi adalah instrumen utama modernisasi, bahkan tingkat kecepatan capaian pembangunan suatu bangsa utamanya

ditentukan oleh kinerja birokrasi, sehingga upaya mereformasi birokrasi untuk mampu menjadi organisasi yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif adalah suatu keniscayaan.

Kemenko PMK sebagai instansi publik memiliki kewajiban untuk melakukan reformasi birokrasi bagi dirinya sendiri

sesuai dengan arah kebijakan utama reformasi birokrasi nasional, dan salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi adalah pelaksanaan program Quick Win. Quick Win merupakan kegiatan yang dapat dikedepankan

keunggulannya dari aspek kecepatan, capaian target, dan dampaknya, sehingga diharapkan mampu mendongkrak kinerja

organisasi secara keseluruhan. 

Di tahun 2019, berdasarkan berbagai pertimbangan dan assesment Tim reformasi Birokrasi, Program Keluarga Harapan

(PKH) ditetapkan sebagai Quick Win Kemenko PMK oleh Menko PMK. Untuk itu laporan ini berupaya menggambarkan

perihal PKH sebagai Quick Win Kemenko PMK mulai dari penetapannya hingga pada capaian PKH, khususnya dalam

konteks kaitannya sebagai program Quick Win Kemenko PMK.

Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sesmenko PMK

Y.B. Satya Sananugraha
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Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mencapai 

good governance dan melakukan 

pembaharuan serta perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan dan sumber daya 

manusia aparatur. Reformasi birokrasi

tidak hanya terkait dengan penataan 

penyelenggaraan pemerintahan semata,

yang harus efektif dan efisien, tetapi juga 

harus menjadi tulang punggung dalam 

perubahan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi

diartikan sebagai upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintah dalam rangka mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang baik

(good governance).

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah

terwujudnya tata kelola kepemerintahan

yang baik dengan aparatur berintegritas,  

produktif, dan memberikan pelayan secara

prima dalam rangka meningkatkan

kepercayaan publik.

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Kemenko PMK) sebagai instansi

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk

melaksanakan reformasi birokrasi sesuai

dengan arah yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara.

Yang menjadi sasaran reformasi birokrasi

di Kemenko PMK adalah terwujudnya

pegawai Kemenko PMK yang berintegritas, 

berkinerja tinggi, dan melayani secara

prima. Sedangkan nilai – nilai yang 

dijunjung oleh Kemenko PMK dalam

melaksanakan reformasi birokrasi adalah: 

Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong

DYNAMIC 

GOVERNANC

E 

RULE BASED 

BUREAUCRACY

PERFORMANCE 

BASED 

BUREAUCRACY

Grand Desain RB

2010 - 2025



VISI: 

Menjadi Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong

royong. 

MISI:

• Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi rumusan

dan penetapan kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.

• Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Indikator bagi tercapainya sasaran RB tercermin

dalam Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK.

1. Tingkat Capaian K/L terhadap target IPM

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

atas KSP Mantap Pelayanan

3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

atas KSP Mantap Pemberdayaan

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

atas KSP Mantap Karakter

5. Jumlah Kebijakan Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan

6. Nilai Reformasi Birokrasi

7. Opini BPK terhadap laporan keuangan

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah

Pelaksanaan RB di Kemenko PMK melingkupi

aspek administratif- prosedural (system set), pola

pikir (mind set), dan budaya kerja (cultural set).

Ruang Lingkup RB

Visi Misi Kemenko PMKIndikator RB 



1. Area Manajemen Perubahan

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Area Penataan Tatalaksana

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Area Penguatan Pengawasan

7. Area Akuntabilitas Kinerja

8. Area Kualitas Pelayanan Publik

9. Pelaksanaan Quick Wins

Meliputi 8 Area Perubahan

dan 1 Quick Wins
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2. Penetapan Quick Win



❖ Pengungkit

❖ Mudah dan cepat

❖ Motivasi

❖ Memperbaiki

❖ Meyakinkan dan nyata

❖ Independen

PRINSIP QUICKWIN

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah 

dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang 

mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi 

birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik.

Kenapa diperlukan Quick Win, alasannya adalah untuk

memperoleh momentum awal yang positif & kepercayaan

diri dari instansi maupun masing – masing individu

pegawai, serta untuk membangun image positif bagi

pelaksanaan RB dengan segera menunjukan hasilnya

QUICK WINS !

Quick Wins Kemenko PMK:

Tahun 2017: Gerakan Nasional Revolusi Mental

Tahun 2018: Transformasi Program Bantuan Sosial 

Pangan dari Rastra ke BPNT; dan Program Padat Karya 

Tunai Desa (PKTD)

Tahun 2019: Program Keluarga Harapan

QUICK WINS KEMENKO PMK



Langkah Penetapan Quick Win

NO LANGKAH PENJELASAN

1 Identifikasi pemangku

kepentingan utama

• Yang memiliki kepentingan

• Yang mempengaruhi penilaian

• Yang terkena dampak

2 Identifikasi keluaran utama • Output KSP

• Output yang digunakan Pemangku Kepentingan

3 Identifikasi harapan pemangku

kepentingan

• Kualitas, Kecepatan, Ketepatan, Kepastian, Prilaku

4 Penilaian Kinerja saat ini • Sebagai baseline

• Mengetahui seberapa besar perubahan yang diinginkan

5 Peningkatan kinerja • Bidang kerja yang memberikan dampak besar bagi

pemangku kepentingan

• Analisis tingkat kesulitan dan pencapaian dalam waktu 12 

bulan

6 Penyiapan Sumber Daya • Biaya (RKAKL/DIPA), SDM, Keahlian

7 Penetapan Quickwin • Permenko, Launching



Identifikasi Kegiatan Quick Win

NO KEGIATAN PENJELASAN

QW1 Integrasi Sistem Peringatan Dini · KSP  integrasi Sistem Peringatan Dini melalui revisi PP Penanganan Bencana

· Sasaran 2019: Penetapan Revisi PP

QW2 Transformasi Bantuan Pangan

Non Tunai BPNT

· KSP mendorong pencapaian realisasi tranformasi BPNT

· Sasaran 2019: 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

QW3 Program Keluarga Harapan 

(PKH)

· KSP mendorong realisasi pemberian bantuan PKH

· Sasaran 2019: 10 juta KPM

QW4 Pencegahan Stunting · KSP pembentukan Pokja Aksi Pencegahan Stunting (ACS) di 160 Kab/Kota

· Sasaran 2019: Terbentuknya Pokja ACS di 160 Kab/Kota

QW5 Pelayanan Haji · KSP mendorong peningkatan kualitas pelayanan ibadah Haji 

· Sasaran 2019: Indeks Kepuasan Pelayanan Haji 87,5%

QW6 Penyusunan Rencana Induk 

Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

· KSP mendorong penyusunan RIPK 

· Sasaran 2019: Tersusunnya RIPK

QW7 Pembentukan Kab/Kota Layak 

Anak (KLA)

· KSP mendorong pembentukan Kabupaten/Kota yang layak anak

· Sasaran 2019: Pembentukan KLA di 160 Kab/Kota

QW8 Percepatan Pencapaian target 

Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional (KPPN)

· KSP mendorong pembentukan KPPN melalui advokasi/fasilitasi penyusunan

Master Plan KPPN di 60 Kab

· Sasaran 2019: 60 SK Bupati tentang Penetapan KPPN 

QW9 Reorganisasi Kemenko PMK · Penyiapan Organisasi dan Tata Kerja baru yang menyesuaikan dengan susunan

tugas dan fungsi Kemenko dalam Pemerintahan tahun 2019 – 2024

· Sasaran 2019:  Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko



QUISIONER Penilaian Usulan Kegiatan Quick Win

NO VARIABEL PENJELASAN

1. Pengungkit Kegiatan yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan

kepercayaan diri untuk sepanjutnya melakukan sesuatu yang berat.

2. Mudah dan Cepat Kegiatan yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan.

3. Dampak Kegiatan yang dipilih mampu membeeikan dampak positif yang besar bagi para

pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi.

4. Memotivasi Kegiatan yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan dapat

memotivasi individu/kelompok di dalam K/L dan Pemda untuk melanjutkan ke

pekerjaan yang lebih berat.

5. Memperbaiki Kegiatan yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara

organisasional di masing - masing KL.

6. Meyakinkan dan Nyata Kegiatan yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan dengan cara kegiatan

yang dipilih cepat menberikan manfaat nyata.

7. Independen Kegiatan yang dipilih dibawah kontrol penuh K/L dan keberhasilannya tidak tergantung

pihak lain.

Berdasarkan Permen PANRB No 13/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, tujuh prinsip dalam perumusan 

Quick Wins Kementerian/Lembaga yaitu sebagai berikut:



Penetapan Kegiatan Quick Win

KRITERIA PENILAIAN

PENGUNGKIT:  Apakah kegiatan ini bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal positif

dan kepercayaan diri untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berat? (Skala: Tidak bermanfaat

(1)  ---- (5)  Sangat bermanfaat

MUDAH DAN CEPAT: Apakah kegiatan ini mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan

(Skala: Lamban dan sulit (1) ---- (5) Sangat mudah dan Cepat)

DAMPAK: Apakah kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi pemangku

kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan? (Skala: Tidak mampu meberikan kepercayaan

(1)  --- (5) Sangat memberikan kepercayaan)

MEMOTIVASI: Apakah hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat memotivasi pegawai untuk

melaksanakan tugas yang lebih berat? (Skala: Tidak memotivasi (1) --- (5) Sangat memotivasi)

MEMPERBAIKI: Apakah kegiatan ini mampu memperbaiki sistem mekanisme kerja

organisasional di K/L?

(Skala: Tidak memperbaiki (1) --- (5) Sangat memperbaiki)

MEYAKINKAN DAN NYATA: Apakah kegiatan ini mampu meyakinkan pemangku

kepentingan bahwa kegiatan dapat memberikan manfaat nyata (Skala: Tidak meyakinkan (1) --

(5) Meyakinkan & memberikan manfaat nyata)

INDEPENDEN: Apakah keberhasilan kegiatan ini dibawah kontrol Kemenko PMK atau K/L 

lainnya?

(Skala: Diluar control (1) --- (5) Sangat di dalam kontrol Kemenko PMK) 

Kriteria penilaian menggunakan skala 1 --- 5: dimana

1 mewakili penilaian paling tidak baik dan 5 mewakili

penialaian paling baik sesuai dengan pertanyaan

masing – masing variabel.

NO KEGIATAN QUICKWINS TOTAL NILAI PERINGKAT

1 QW1 Sistem Integrasi 410 VI

2 QW2 BPNT 485 I

3 QW3 PKH 474 II

4 QW4 Stunting 429 V

5 QW5 Haji 446 III

6 QW6 RIPK 395 VIII

7 QW7 KLA 403 VII

8 QW8 KPPN 379 IX

9 QW9 Reorganisasi Struktur 439 IV

Masing masing usulan kegiatan Quick Win/hasil

identifikasi diatas dimasukan keasalam formulir

langkah penetapan Quick Win untuk diketahui

kelayakan atau tidaknya. Kemudian Tim 

membandingkan seluruh formulir dari masing –

masing usulan kegiatan Quick Win, dengan

menggunakan pandangan seluruh anggota Tim 

Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, beserta

pejabat lainnya yang terkait kegiatan dimaksud, 

melalui pengisian kuisioner yang memberikan

penilaian terhadap masing – masing usulan

kegiatan Quick Win tersebut.



SK Menko PMK Penetapan Quick Win

Berdasarkan perhitungan hasil kuisioner QW, berikut ini adalah peringkat teratas kegiatan QW yang diusulkan, yaitu:

1. BPNT

2. PKH

3. Layanan Haji

Hasil tersebut disampaikan kepimpinan dan ke unit kerja terkait. Dan selanjutnya atas rekomendasi unit kerja terkait, disebabkan faktor –

faktor teknis lapangan, maka direkomendasikan agar PKH yang dijadikan QW Menko PMK, untuk kemudian diusulkan kepada Menko PMK 

agar dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menko PMK. 
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3. Program Keluarga Harapan dan

Capaian



PKH adalah program pemberian

bantuan sosial bersyarat

kepada Keluarga kurang mampu yang 

ditetapkan melalui Basis Data 

Terpadu (BDT) sebagai keluarga

penerima manfaat (KPM) PKH.

Tujuan dari PKH adalah sebagai

stimulan keluarga kurang mampu

dengan komponen ibu

hamil/nifas/anak usia dini untuk

memanfaatkan berbagai fasilitas

layanan kesehatan (faskes) dan 

fasilitas layanan pendidikan (fasdik). 

Sejak tahun 2016 PKH juga mulai

menambahkan

komponen penyandang disabilitas

dan lanjut usia.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan

pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi

serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban

di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran

anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar

dan menengah, sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu

penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

DEFINISI

program pemberian bantuan sosial

bersyarat kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) yang 

ditetapkan sebagai keluarga

penerima bantuan sosial PKH



Sebagai Kementerian dengan fungsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pengendalian, Kemenko bidang PMK 

melakukan berbagai upaya dalam

percepatan bansos PKH seperti

rapat koordinasi, rapat triwulan

serta monitoring dan evaluasi

kebijakan pelaksanaan PKH di 

daerah. 

Melalui fungsi KSP Kemenko PMK 

terus meningkatakan cakupan

penerima bansos PKH, kemudian

pada tahun 2017 penyaluran PKH 

yang disalurkan dengan metode

tunai yaitu PT. POS kemudian

bertransformasi menjadi penyaluran

non tunai yang dilaksanakan oleh

Himpunan Bank Milik Negara 

“HIMBARA” (BNI, BRI, BTN dan

Bank Mandiri). Hal tersebut

dimaksudkan agar bansos PKH 

dapat tepat sasaran dan jumlah serta

sebagai permulaan agar masyarakat

kurang mampu dapat mengenal

keuangan inklusi. 

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7- 8% pada

tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Hasil penelitian lain

menunjukkan bahwa PKH yang terintegrasi dengan berbagai program perlindungan

sosial seperti JKN, Rastara, BPNT dan berbagai program lainnya memberikan

dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, yang dibuktikan dengan angka

kemiskinan menjadi satu digit yaitu 10,12 persen 2017 menjadi 9,41 persen Maret

2019.

RUANG LINGKUP

Masyarakat Kurang Mampu (11% BDT terbawah) dengan komponen dalam

keluarga:

Ibu hamil Rp.2.400.000,-

Anak Usia 0 s.d 6 tahun Rp.2.400.000,-

SD/sederajat Rp.  900.000,-

SMP/sederajat Rp.1.500.000,-

SMA/sederajat Rp.2.000.000,-

Disabilitas berat Rp.2.400.000,-

Lansia diatas 60 tahun Rp.2.400.000,-



NO LANGKAH PENJELASAN

PKH

1 Pemangku kepentingan

utama

• Kemensos

• Pemprov/Pemkab/Pemkot

• Keluarga Kurang Mampu

• Himbara (BNI,BRI,BTN dan Mandiri)

2 Identifikasi keluaran

utama

• Pelaksanaan PKH dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat, juga membantu

Keluarga Penerima manfaat dapat keluar dari kemiskinan sehingga dapat memutus rantai

kemiskinan

• Memperkenalkan Perbankan kepada Keluarga Kurang Mampu melalui bansos non tunai

3 Identifikasi harapan

pemangku kepentingan

• Penyaluran bansos PKH dapat terlaksana dengan baik dan benar kepada 10 juta KPM 

sesuai target

• Kebutuhan anggaran penyaluran PKH tahun 2019 dapat tercukupi

• Data BDT untuk 10 juta KPM tersedia dari Pusdatin

• Data BDT 10 Juta KPM dan Anggaran 32,4 T tersedia untuk pelaksanaan PKH dengan

skema non flat tahun 2019

• Optimalisasi pelaksanaan dari kemensos dan himbara serta dukungan dari pemda selaku

pemilik wilayah dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

4 Penilaian Kinerja saat ini • Kemensos terus mengembangkan e-PKH guna mengoptimalisasikan peksanaan PKH 

• Pemda terus melakukan update data masyarakat kurang mampu melalui SIKS-NG yang 

kemudian akan dimasukkan dalam BDT

• Himbara memperkuat sektor fasilitas perbankan untuk memperlancar penyaluran PKH 

secara non tunai

PKH SEBAGAI QUICK WIN



NO LANGKAH PENJELASAN

5 Peningkatan

kinerja

• Perubahan skema flat menjadi non flat dengan meningkatkan indeks bantuan per 

komponen, sehingga pemenuhan kewajiban KPM dapat lebih diperhatikan

• Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang semula berbasis offline telah di tingkatkan

menjadi e-PKH berbasis android yang dapat diakses pada daerah 3T sekalipun, serta

dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PKH dengan skema non flat 

6 Penyiapan

Sumber Daya

• Kemenko PMK mempersiapkan Anggaran untuk pelaksanaan KSP dan Monev untuk

optimalisasi PKH 

• Keasdepan jamsos telah menambah 3 orang CPNS untuk memperlancar KSP dengan

K/L terkait

• Pelaksanaan rapat koordinasi dengan K/L setiap Triwulan untuk memastikan pelaksanaan

program 

• Monev PKH di daerah sebagai identifikasi masalah pelaksanaan PKH di daerah

7 Penetapan

Quickwin

• Masuk dalam Permenko QW 2019

• Launching



CAPAIAN 2014 - 2019

Sumber : Kemensos, 2019

9.841.270 98,41



KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN

Sebagaimana arahan Presiden RI bahwa pada tahun 2019 anggaran PKH meningkat menjadi Rp32,65 Triliun, dengan target 10 

juta KPM, menggunakan Skema Non Flat, menindaklanjuti hal tersebut Kemenko PMK melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang 

dipimpin oleh Ibu Puan Maharani selaku Menko PMK dan dihadiri oleh Menteri Sosial dan Menteri Bappenas sehingga disepakati

peningkatan indeks (jumlah) bantuan tiap komponen yang diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan

angka kemiskinan, bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen

yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

Reguler: Rp. 550.000,-/ keluarga /tahun

PKH AKSES: Rp. 1.000.000,-/ Keluarga / tahun

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam

Keluarga PKH

Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-

Anak usia dini: Rp. 2.400.000,-

SD : Rp. 900.000,-

SMP : Rp. 1.500.000,-

SMA : Rp. 2.000.000,-

Disabilitas : Rp. 2.400.000,-

Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk

4 jiwa dalam satu keluarga.

Sumber : Data  Penyaluran PKH Tahap I dan II Tahun 2019, Kemensos



Realisasi penyaluran Program 

Keluarga HarapanTahap IV per 

10 Desember 2019 mencapai 9,8 

juta KPM dengan penyaluran

bansos sudah 100%.

Berbagai dinamika terjadi dalam

pelaksanaannya namun tidak

mengganggu capaian PKH tahun

2019.

Hal penting yang dapat dicapai

sebagai bagian dari capaian besar

PKH adalah bahwa pada tahap IV 

penyalurannya sudah

menggunakan e-PKH.

CAPAIAN PKH 2019

Meskipun dilihat dari jumlah keluarga

PKH tahun 2019 tidak mencapai

target 10 juta KPM dan hanya

terealisasi 9,8 juta KPM, namun dari

aspek komponen didalamnya terjadi

peningkatan bantuan komponen yang 

signifikan khususnya pada komponen

lansia dalam KPM, dari 2,4 juta

menjadi 3,1 juta jiwa lansia dalam

KPM. Sehingga terdapat kekurangan

anggaran untuk memenuhi target 10 

juta KPM. Sebagai informasi bahwa

sebelumnya lansia masuk dalam

bantuan komplementer di luar PKH.

Beberapa permaslahan strategis yang 

ditemui dan dapat diatasi serta

sebagai pembelajaran pelaksanaan

PKH selanjutnya, yaitu: kepastian

tersampaikannya bantuan oleh

HIMBARA dan kesalahan

memasukkan data keluarga miskin

sehingga Kemenko PMK terus

melakukan KSP secara intensif dalam

rangka mngonfirmasi program dapat

“receive” tidak hanya “sent”. 











9.841.270
Keluarga PKH

dengan jumlah anggota keluarga

42.682.035
Orang

108.863
Orang disabilitas

dalam keluarga PKH

3.179.716
Orang Lansia

dalam keluarga PKH

12.148.248
Orang

Anak Sekolah

150.436
Orang Ibu Hamil

2.987.675
Orang anak Usia Dini

Sumber: EPKH berdasarkan Data Penyaluran Tahap IV tahun

2019 (update 11 Desember 2019)

Dari total 9.841.270 KPM di tahun 2019, didalamnya terdapat

42.682.035 orang. Dari dari total jumlah anggota keluarga tersebut, 

terdapat 5 jenis bantuan komponen, yaitu ibu hamil, anak usia dini, 

anak sekolah, lansia, dan disabilitas berat.



Data Pendukung Capaian PKH

Realisasi Bantuan Sosial PKH Tahun 2019
Per  10 Desember 2019



Realisasi Bantuan Sosial PKH Tahun 2019
Per  10 Desember 2019

TAHAP III

 Pencairan 

 KPM Dana (KPM) 

(orang) 

A  B C D E F G H I

 Mandiri 1,553,450 1,300,450 1,548,929 99.71 1,295,429 99.61 1,541,887 99.55

 BRI 3,682,591 3,108,623 3,682,463 100.00 3,108,500 100.00 3,585,865 97.38

 BNI 4,059,535 3,044,559 4,023,304 99.11     3,008,419 98.81 4,022,923 99.99

 BTN 260,096 196,192 260,093 100.00        196,190 100.00 250,663 96.37

 Jumlah 9,555,672 7,649,824 9,514,789 99.57 7,608,537 99.46 9,401,338 98.81

KPM-SP2D 

(orang)
Nominal (Juta)

 Penyaluran ke Tabungan 

%
 %  

 Nominal 

(Juta)
 %  

 Bank 

TAHAP IV

Bank 
KPM-SP2D 

(orang)
Nominal (Juta)

Penyaluran ke Tabungan Pencairan 

%KPM %  Nominal 

(Juta)
%  Dana (KPM) 

(orang) 

A B C D E F G H I

Mandiri 1.587.274 956.214 1.587.274 100,00 956.214 100,00 1.535.740 96,75

BRI 3.758.575 2.286.158 3.758.575 100,00 2.286.185 100,00 3.679.061 97,88

BNI 4.219.911 2.307.651 4.219.911 100,00 2.307.651 100,00 4.150.359 98,35

BTN 275.510 153.250 275.510 100,00 153.250 100,00 275.510 100,00

Jumlah 9.841.270 5.703.273 9.841.270 100,00 5.703.300 100,00 9.640.670 97,96

Sumber : Data  Penyaluran PKH Tahap I dan II Tahun 2019, Kemensos



➢ Quick Win merupakan program percepatan yang 
ditetapkan dalam rangka menstimulasi kinerja suatu
organisasi secara keseluruhan. Penetapan Program 
Keluarga Harapan (PKH) sebagai Quck Win Kemenko
PMK dilakukan dengan proses yang teliti dan 
perhitungan yang matang sesuai dengan prinsip –
prinsip penetapan Quick Win.

➢ Pada pelaksanaannya, PKH terbukti dapat mencapai
target sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. 
Meskipun secara angka capaian target jumlah KPM tidak
mencapai target 10 juta KPM namun pada dasarnya
proses penyampaian PKH dapat dikatakan 100%, hal
tersebut mengingat terjadi penambahan angka yang 
signifikan pada bantuan komponen lansia yang 
sebelumnya masuk dalam bantuan di luar PKH (bantuan
komplementer).

➢ Capaian yang diperbaharui secara intensif setiap 3 
bulanan dengan capaian yang terstruktur dan 
sistematis, menjadi inspirasi bagi upaya pencapaian
target –target Kemenko PMK lainnya. Hal tersebut dapat
dilihat bahwa semua target capaian dapat terpenuhi.

➢ Kedepan PKH dapat dipertimbangkan menjadi kegiatan
Quick Win kembali. Namun dari aspek pembaharuan
tentunya harus dibuka kemungkinan mengangkat
program lain sebagai Quick Win Kemenko PMK, untuk
membuktikan bahwa kinerja Kemenko PMK akan tetap
prima pada setiap upaya pencapaian target –target 
pembangunan manusia dan kebudayaan.






































